
I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jam Datun) 

merupakan unit kerja Kejaksaan RI (Kejaksaan) yang menyelenggarakan pelayanan 

di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kewenangan Kejaksaan di 

bidang Datun merupakan kewenangan atributif yang melekat dan diberikan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelayanan tersebut diselenggarakan 

dan diberikan kepada para pengguna layanan secara cuma-cuma atau gratis, namun 

pada praktiknya pelayanan bebas biaya tidak menjamin para pengguna layanan 

bersedia menggunakan atau memanfaatkan layanan pada Jam Datun, maka Jam 

Datun perlu melakukan evaluasi agar pengguna layanan mendapatkan pelayanan 

yang berkualitas sesuai yang diharapkan 

Menurut Angliawati (2016), konsep kualitas telah menjadi ukuran 

keberhasilan baik pada organisasi swasta maupun institusi pemerintah selaku 

penyelenggara layanan publik. Menurut Zauhari (2001), setiap warga negara 

meletakan tumpuan harapan dalam memperoleh jaminan dan hak-haknya kepada 

negara dan sistem pemerintahan sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik 

akan menjadi penting. Hal ini selaras dengan program reformasi birokrasi 

pemerintah, melalui upaya pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas 

Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK/WBBM) yang mengukur 

pencapaian reformasi birokrasi tersebut antara lain dilihat dari keberhasilan satuan 

kerja pemerintah dalam melaksanakan penguatan kualitas pelayanan publik. 

Peningkatan kualitas layanan oleh Jam Datun sangat berpengaruh terhadap 

kepuasaan pengguna layanan, yang selanjutnya dapat mempengaruhi niat 

pelanggan untuk kembali menggunakan layanan dalam menghadapi setiap 

permasalahan keperdataan maupun tata usaha negara. Hipotesis ini selaras dengan 

pandangan Jamal & Naser (2002) bahwa kepuasan pelanggan menjadi elemen inti 

dari kualitas pelayanan, Hsieh dan Hiang (2004) dan Choi & Kim (2013) juga 

menunjukan adanya hubungan atau pengaruh positif antara kualitas hasil dengan 

kepuasan pengguna layanan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian program Reformasi Birokrasi ZI 

WBK/WBBM tahun 2020 dan tahun 2021, kualitas pelayanan Jam Datun dinilai 

masih belum optimal, dan direkomendasikan untuk meningkatkan pelayanan unit 

kerja serta melakukan pembaharuan yang dapat mengefisiensikan proses 

pelayanan. 

Pratiwi et al. dalam Yulia et al. (2016) mengemukakan bahwa perbandingan 

harapan dengan layanan menurut konsumen merepresentasikan tinggi rendahnya 

kualitas pelayanan. Dengan demikian kualitas pelayanan didasarkan pada persepsi 

konsumen atau penerima layanan, bukan pada sudut pandang atau persepsi 

penyedia jasa/layanan. Utami (2015) mengatakan, kepuasan berhubungan dengan 

loyalitas dan kualitas pelayanan. Kepuasan pelanggan dengan loyalitas dan kualitas 

pelayanan saling mempengaruhi secara signifikan (Akbar dan Parves 2009; Silalahi 

2007; Bahar et al. 2009; Rajawali 2008; Seffy et al. 2009; Haryono 2010; dan 

Riyanto 2018). 
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Latar belakang di atas menjadi dasar peneliti dalam merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1 Bagaimana tingkat kepuasan pengguna layanan di Jam Datun? 

2 Layanan-layanan apa saja yang memiliki tingkat kepentingan terhadap 

kepuasan pengguna layanan di Jam Datun? 

3 Bagaimana strategi dalam meningkatkan kualitas layanan di Jam Datun? 

1.3 Tujuan 

1 Menganalisis tingkat kepuasan pengguna layanan di Jam Datun. 

2 Menganalisis layanan-layanan yang memiliki tingkat kepentingan terhadap 

kepuasan pengguna layanan di Jam Datun. 

3 Merekomendasikan alternatif strategi untuk meningkatkan kualitas layanan di 

Jam Datun 

1.4 Manfaat 

1. Secara teoritis menambah referensi dalam bidang manajemen khususnya 

terkait manajemen pelayanan publik, utamanya dalam bidang peningkatan 

kualitas pelayanan pada Kejaksaan Agung. 

2. Secara praktis menjadi rekomendasi untuk bahan pengambilan keputusan bagi 

pimpinan Jam Datun Kejaksaan Agung, dalam upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di bidang Datun. 

1.5 Ruang Lingkup 

1. Peningkatan kualitas pelayanan di bidang Datun pada Jam Datun Kejaksaan 

Agung RI. 

2. Responden adalah para pengguna layanan Jam Datun yang terdaftar dalam data 

penanganan perkara selama periode tahun 2021. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Strategi 

Hamel dan Prahalad (dalam Rangkuti 2009) menyatakan strategi adalah 

perbuatan untuk meningkatkan, berkesinambungan dan dilaksanakan berdasarkan 

perspektif pelanggan mengenai hal yang diinginkan di masa depan. Chandler 

(dalam Rangkuti 2009) menambahkan bahwa strategi adalah pemanfaatan dan 

penyediaan semua sumber daya agar tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan 

tercapai. Oleh karena itu strategi berperan penting dalam memberikan petunjuk 

sekaligus cara agar tujuan yang dikehendaki tercapai. 

Penyusunan strategi memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk dipenuhi. 

Menurut Triton (2008) tahapan-tahapan dalam merumuskan strategi meliputi 

seleksi terhadap permasalahan, tujuan dasar dan sasaran strategis, rencana tindak, 

sumber daya, keunggulan dan berkesinambungan. Budiyono (2004) menambahkan 

strategi dalam ilmu manajemen terdiri dari lima tahap, yaitu analisis lingkungan 

terhadap peluang (opportunity) dan ancaman (threats), misi dan tujuan, perumusan, 

penerapan, evaluasi dan pengendalian. 

2.2 Pelayanan Jasa 

Pelayanan menurut Mahmoedin dalam Nuviana et al (2018) adalah kegiatan 

yang tidak berwujud dari sebuah hubungan antara pengguna dengan pemberi 

layanan untuk menyelesaikan permasalahan. Kotler dan Armstrong (2008) 

mengartikan jasa sebagai aktivitas atau kegunaan yang tidak kasat mata dan tidak 

menimbulkan kepunyaan, yang dapat disajikan seseorang/pihak kepada 

orang/pihak lain. Kotler dan Keller (2009) membedakan jenis jasa pada 5 (lima) 

kategori, yaitu barang berwujud nyata, barang berwujud disertai jasa untuk 

meningkatkan daya beli, kombinasi barang dan jasa, jasa utama berikut tambahan 

dan barang pelengkap, serta jasa murni.  

2.3 Pelayanan Publik 

Rukayat (2017) mengartikan pelayanan publik adalah aktivitas dari kelompok 

manusia, organisasi atau pemerintah untuk menyelenggarakan bantuan kepada 

warga negara guna mencapai tujuan tertentu. Rahmadana et al. (2020) 

mendefinisikan pelayanan publik sebagai penyelenggaraan jasa oleh negara, pihak 

lain atas nama negara, maupun pihak swasta kepada warga negara, dengan 

pembiayaan maupun cuma-cuma untuk mencukupi kebutuhan atau kepentingan 

warga negara.  

Pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan perundang-

undangan meliputi barang, jasa dan/atau administratif. Menurut Heliany (2019) 

pelayanan publik atas jasa oleh pemerintah antara lain diberikan berupa pelayanan 

di bidang hukum baik di bidang pidana maupun perdata yang dilaksanakan di dalam 

ataupun di luar pengadilan. 

2.4 Kualitas Pelayanan Jasa 

Handriati et al. (2015) menyatakan kualitas pelayanan adalah semua kegiatan 

yang dilaksanakan oleh organisasi/perusahaan untuk memenuhi harapan 

pelanggan.  Lovelock and Wright (2007) mendefinisikan kualitas pelayanan jasa 

merupakan penilaian konsumen terhadap jasa yang telah diserahkan suatu 
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perusahaan dalam jangka panjang. Susanto (2014) mengemukakan bahwa tingkah 

laku pelanggan terhadap produk maupun layanan dapat memberikan pemahaman 

tentang kualitas pelayanan yang diharapkan. Pendapat Kaufman (2005) layanan 

yang berkualitas harus mampu memberikan pelanggan pengalaman yang 

menyenangkan dan bermanfaat setelah berinteraksi. Siyamto (2017) 

menambahkan bahwa pelayanan harus diukur dan dievaluasi sehingga pelayanan 

dapat terus ditingkatkan dan instansi tersebut  mendapatkan pelanggan yang setia. 

Kualitas pelayanan jasa dapat diukur dengan menggunakan lima pendekatan 

model SERVQUAL (Parasuraman et al, 1988), yaitu  

1. Tangible, yaitu sarana dan prasarana fisik, berikut pencitraan pegawai. 

2. Reliability, yaitu kompeten memenuhi janji dalam memberikan pelayanan 

secara cepat dan akurat. 

3. Responsiveness, yaitu kesiapan memberikan pelayanan dan bantuan dengan 

tanggap. 

4. Assurance, yaitu menciptakan kepercayaan pengguna layanan kepada 

organisasi/institusi. 

5. Empathy, yaitu peduli dan tulus dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan 

pelanggan. 

Menurut Lupiyoadi (2014) perbedaan persepsi kualitas jasa terjadi karena 

adanya lima kesenjangan (gap) meliputi sudut pandang manajemen; spesifikasi 

kualitas; pemberian jasa; komunikasi pemasaran; dan pelayanan yang disampaikan. 

2.5 Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan merupakan penilaian akhir terhadap produk ataupun jasa dalam 

memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen (Zeithaml dan Bitner, 2000). 

Kepuasan pengguna layanan akan mencerminkan hubungan antara kesesuaian 

produk dengan keinginan pengguna layanan, produk yang sesuai akan 

menimbulkan kepuasan bagi pengguna layanan dan begitu juga sebaliknya. Kotler 

dan Keller (2009) menambahkan perusahaan berkualitas adalah perusahaan yang 

dapat memberikan kepuasan kepada sebagian besar kebutuhan pelanggannya. 

Kepuasan pelanggan juga dapat menjadi ukuran pada tingkat pembelian ataupun 

peralihan pelanggan di waktu yang akan datang (Chang dan Chang 2010; Li dan 

Green 2011). Menurut Kotler dalam Lupiyoadi (2014), kepuasan pengguna layanan 

terhadap kualitas pelayanan dapat ditingkatkan melalui : 

1. Mempersempit gap antara pihak manajemen dan pengguna layanan, antara 

lain melalui penyebaran kuesioner kepada pelanggan secara periodic dan juga 

pengamatan terhadap pelaksanaan pelayanan. 

2. Secara bersama-sama membangun komitmen dalam perbaikan proses 

pelayanan, termasuk memperbaiki pola pikir, tingkah laku, serta kompetensi 

dari seluruh SDM yang ada. 

3. Pengguna layanan memiliki saluran untuk menyatakan ketidakpuasan dan 

saran melalui suatu sistem yang dibentuk, seperti penyediaan Hotline. 

4. Mengaplikasikan pertanggungjawaban, proaktif, dan kemitraan sesuai 

dengan kondisi pemasaran.  

2.6 Kajian Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini dirangkum 

pada Tabel 1 dan Tabel 2. 
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Tabel 1  Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Metode Hasil 

Zaid et al 

(2020) 

Dampak Total 

Quality 

Management dan 

Perceived Service 

Quality pada 

Kepuasan Pasien 

dan Niat Perilaku di 

Organisasi 

Kesehatan Palestina 

Uji hubungan 

hubungan antara 

TQM, PSQ, serta 

dampak mereka 

pada kepuasan 

pasien dan 

tingkah laku dan 

niat perilaku. 

Studi saat ini berfokus pada tiga aspek: 

kualitas proses, kualitas interaksi, dan 

kualitas lingkungan dengan hasil 

penelitian berupa hasil jelas 

menunjukkan bahwa TQM 

mempengaruhi PSQ dan PS secara 

signifikan; PSQ mempengaruhi positif 

PS dan BI dan BI dipengaruhi positif 

oleh PS. Lagipula, hubungan positif 

antara PSQ dan BI dipengaruhi oleh 

PS.  

Kusumah 

(2019) 

Analisis Pengaruh 

Kualitas Layanan 

terhadap Kepuasan 

Mahasiswa Sekolah 

Pascasarjana Institut 

Pertanian Bogor 

CSI, IPA dan 

SEM PLS. 

Terdapat 12 indikator SERVQUAL 

pada kuadran 1 yang merupakan 

Indikator penting dan harus 

diperhatikan kinerjanya. Hasil analisis 

SEM PLS menunjukan kepuasan 

mahasiswa dipengaruhi variabel 

reliability dan assurance 

Pratama 

(2018) 

Analisis 

Pengembangan 

Local E-

Government dengan 

Pendekatan Kajian 

Kepuasan Pelayanan 

Publik dan ICT 

Literacy 

Survey Kepuasan, 

Survey ICT dan 

Analisis Data 

Pelayanan di Kecamatan belum dapat 

memuaskan pada sebagian besar 

masyarakat. Faktor utama 

ketidakpuasan masyarakat adalah 

pelayanan di bidang pengaduan. Solusi 

dalam menangani pengaduan dapat 

dilakukan melalui sistem online serta 

ditangani secara komprehensif. 

Gunaidi 

(2018) 

Meningkatkan 

Pelayanan Publik 

Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

melalui 

Pengembangan 

Repositori Arsip 

Prototyping 

(Pressman 2015) 

Proses bisnis kearsipan perlu 

ditingkatkan lagi. Optimalisasi 

pemanfaatan teknologi informasi dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan 

publik Disdukcapil.  

Afif (2017) 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Kepuasan Pengguna 

Layanan Pada Unit 

Pelayanan 

Disdukcapil Kota 

Bogor 

SEM-PLS 

Kepuasan pengguna layanan 

dipengaruhi oleh harga da lingkungan 

fisik yang berkualitas. 

Sureshchandar 

et al. (2002) 

Hubungan Kualitas 

Layanan terhadap 

Kepuasan Layanan 

Confirmatory 

factor analysis 

(CFA) 

Persepsi orang-orang terhadap kualitas 

layanan berbanding lurus dengan 

tingkat kualitas layanan dari organisasi 

(lembaga). 
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Tabel 2  Matrik Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu 
Nama Judul Penelitian Perbedaan 

Zaid et al 

(2020) 

Dampak Total Quality Management dan 

Perceived Service Quality pada Kepuasan 

Pasien dan Niat Perilaku di Organisasi 

Kesehatan Palestina 

Berbeda dalam menganalisis uji 

hubungan.  

Kusumah 

(2019) 

Analisis Pengaruh Kualitas Layanan terhadap 

Kepuasan Mahasiswa Sekolah Pascasarjana 

Institut Pertanian Bogor 

Berbeda baik metode analisis yang 

digunakan maupun dalam 

menganalisis hirarki kepentingan. 

Pratama 

(2018) 

Analisis Pengembangan Local E-Government 

dengan Pendekatan Kajian Kepuasan 

Pelayanan Publik dan ICT Literacy 

Berbeda dalam hal menganalisis 

hirarki kepentingan yang kemudian 

dirumuskan strartegi guna 

meningkatkan pelayanan. 

Gunaidi 

(2018) 

Meningkatkan Pelayanan Publik Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 

Pengembangan Repositori Arsip 

Berbeda baik metode analisis yang 

digunakan maupun dalam 

menganalisis hirarki kepentingan. 

Afif 

(2017) 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan 

Pengguna Layanan Pada Unit Pelayanan 

Disdukcapil Kota Bogor 

Pada penelitian ini berbeda dalam 

hal menganalisis hirarki 

kepentingan yang kemudian 

dirumuskan strategi guna 

meningkatkan pelayanan. 

Sureshcha

ndar et al 

(2002) 

Hubungan Kualitas Layanan terhadap 

Kepuasan Layanan 

Berbeda dalam metode analisis 

yang digunakan. 
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III METODE PENELITIAN 

3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Pelayanan Jam Datun sampai saat ini dinilai belum optimal. Pelayanan Jam 

Datun belum optimal antara lain dilihat dari data perbandingan jumlah penanganan 

perkara antara periode tahun 2019 yang mencapai 560 perkara, tahun 2020 turun 

menjadi 259 perkara, dan tahun 2021 menjadi 344 perkara. Selain itu berdasarkan 

hasil evaluasi oleh Kemenpan RB terhadap pencapaian program Reformasi 

Birokrasi ZI-WBK/WBBM pada Jam Datun di tahun 2020 dan tahun 2021, 

dinyatakan bahwa Jam Datun belum berhasil mencapai predikat WBBM dan 

direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.  

Kerangka penelitian mengenai strategi peningkatan kualitas pelayanan pada 

Jam Datun tersaji pada Gambar 1: 

 

 

Gambar 1  Kerangka Pemikiran Penelitian 

3.2 Kerangka Operasional Penelitian 

Kerangka operasional penelitian merupakan alur tahapan-tahapan analisis 

yang dilakukan, sebagaimana disajikan pada Gambar 2. 

 

Kualitas pelayananan Jam 

Datun belum optimal 

 

Variabel yang dianalisis 

Tangible; Assurance 

Reliability; Empathy 

Responsiveness; 

Menganalisis tingkat kepuasan 

pengguna layanan terhadap 

kualitas di Jam Datun 

Menganalisis variabel layanan 

yang memiliki tingkat 

kepentingan terhadap kepuasan 

pengguna layanan di Jam Datun 

Merumuskan strategi peningkatan 

kualitas layanan di Jam Datun 

- Penurunan jumlah penanganan 

perkara; 

- Rekomendasi Kemenpan RB 

kepada Jam Datun untuk 

meningkatkan kualitas layanan 

Analisis Data 

CSI; IPA; dan AHP. 

J A M D A T U N 

REKOMENDASI PENINGKATAN 

KUALITAS PELAYANAN 

JAM DATUN 
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Gambar 2  Kerangka Operasional Penelitian 

3.3 Lokasi, Waktu, dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Jam Datun Kejagung RI., berlokasi di Jl. Sultan 

Hasanuddin 01 Keb-Baru, Jak-Sel. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan 

April - Juni 2022. Penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif kuantitatif 

menggunakan teknik survei secara daring kepada pengguna layanan Jam Datun 

yang bersifat organisasi/institusi. 

Tabel 3  Alat Analisis Data untuk Menjawab Penelitian 
Tujuan Teknis 

Pengumpulan 

Data 

Alat Analisis 

Data 

Menganalisis Tingkat Kepuasan 

pengguna layanan Jam Datun 

Survey Online CSI 

Menganalisis tingkat pengaruh 

variabel atribut kepuasan 

pengguna layanan Jam Datun 

Survey Online IPA 
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Tabel 4  Alat Analisis Data untuk Menjawab Penelitian (Lanjutan) 

Tujuan Teknis 

Pengumpulan 

Data 

Alat Analisis 

Data 

Merumuskan implikasi 

manajerial strategi dalam 

meningkatkan kepuasan 

pelayanan Jam Datun 

Wawancara Pakar AHP 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Data bersumber dari data primer berupa kuesioner melalui Google Form 

kepada pengguna layanan Jam selama bulan Juni 2022, dan data sekunder berupa 

dokumen penanganan perkara dan laporan hasil evaluasi pada Jam Datun pada 

bulan April 2022 dan studi pustaka terhadap perundang-undangan yang berlaku, 

tesis, jurnal, prosiding, dokumen instansi, dan buku. 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel yang digunakan pada analisis CSI dan IPA 

menggunakan metode sensus, karena anggota populasi secara keseluruhan baik 

Instansi Pemerintah maupun organisasi digunakan sebagai sampel. Total sampel 

yang diambil berdasarkan populasi pengguna layanan kantor Jam Datun Tahun 

2021 sebesar 82 pengguna layanan, terdiri dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), Anak Perusahaan BUMN dan Afiliasinya, dan Konsorsium 

(Laporan Penanganan Perkara pada Jam Datun tahun 2021). Responden pakar pada 

analisis AHP terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal Jam Datun. Pihak 

internal pada Jam Datun terdiri dari 3 pejabat struktural yang memiliki kewenangan 

dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan yaitu Sektertaris Jaksa Agung 

Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Direktur Perdata dan Direktur 

Pertimbangan Hukum. Sedangkan pihak ekstenal terdiri dari kalangan Dosen yang 

juga menjabat sebagai Sekretaris Program Pendidikan pada Program Studi Ilmu 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Direktur pada salah 

satu BUMN selaku pengguna layanan, dan Konsultan Manajemen (Lampiran 1 dan 

Lampiran 2). 

3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data-data deskriptif menggunakan 

tools microsoft excel, untuk melihat karakteristik responden dan rata-rata jawaban 

responden terhadap setiap variabel penelitian berdasarkan karakteristik responden. 

Analisis data kuantitatif melalui Customer Satisfaction Index (CSI) untuk menilai 

kepuasan secara keseluruhan (Aritonang, 2015), Importance Performance Analysis 

(IPA) untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan melalui pemahaman 

pelaksanaan kinerja pelayanan dan perbaikan yang perlu dilakukan (Safiera dan 

Setyawan, 2017), dan  dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menetapkan 

kebijakan berbasis multi kriteria atau memiliki banyak kriteria (Nugeraha, 2017). 

Data-data pada analisis IPA dan CSI diperoleh melalui pengukuran skala likert yang 

kemudian diolah menggunakan SPSS. Hasil dari kedua analisis tersebut dijadikan 

dasar untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan pada Jam Datun, 

melalui wawancara pakar, FGD dan analisis AHP .  
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3.7 Variabel Penelitian 

Variabel adalah pembeda satu objek dengan objek lainnya dalam satu 

populasi mengacu pada karakteristik yang dapat diukur atau diamati dan bervariasi 

(Creswell 2014). Variabel penelitian diukur dan diurutkan menggunakan skala 

likert 1 sampai 5 dari tingkat rendah ke tingkat tinggi (Gardenia 2018). Variabel 

yang digunakan terdiri dari bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Setiap 

variabel terdiri dari beberapa atribut, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 5  Variabel dan Atribut 

Atribut Kode Pernyataan 

Bukti Fisik 

(Tangible) 

Tn1 

Ruang pendaftaran permohonan penanganan perkara/ 

permohonan pelayanan hukum tersedia dengan rapi, bersih 

dan nyaman 

Tn2 

Pendaftaran permohonan penanganan 

perkara/permohonan pelayanan hukum secara online 

tersedia dan mudah diakses  

Tn3 

Fasilitas informasi baik dalam bentuk papan informasi, 

video/audio visual, website tersedia dan tertata dengan rapi 

dan mudah dipahami 

Tn4 
Sarana ruang tunggu tersedia dengan rapi, bersih dan 

nyaman 

Tn5 
Sarana ruang konsultasi tersedia dengan rapi, bersih dan 

nyaman 

Tn6 

Sarana ruang rapat tersedia dengan jumlah yang cukup, 

lengkap dengan fasilitas pendukungnya (meja, kursi, white 

board, spidol, LCD TV/Infokus, dll) 

Tn7 Internet/wifi tersedia dan mudah di akses 

Tn8 
Fasilitas Masjid dan Mushola tersedia dengan rapi, bersih 

dan nyaman 

Tn9 Fasilitas parkir tersedia dan luas 

Tn10 Fasilitas Kantin tersedia dengan bersih dan nyaman 

Tn11 Fasilitas kamar kecil tersedia dan bersih 

Tn12 

Sarana dan prasarana dalam keadaan darurat (alat 

pemadam kebakaran, petunjuk dan titik kumpul keadaan 

darurat, dll) 

Tn13 Jumlah Petugas pendaftaran/administrasi 

Tn14 

Jumlah Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang ditugaskan/ 

diperintahkan dalam penanganan perkara atau pelayanan 

hukum yang dimohonkan 

Tn15 

Layanan informasi atau layanan pengaduan tersedia secara 

lengkap dan mudah diakses (Nomor 

Hotline/Website/email/ media sosial) 
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Tabel 4  Variabel dan Atribut (Lanjutan) 

Atribut Kode Pernyataan 

Kehandalan 

(Reliability) 

Rl1 

Persyaratan administrasi dan proses birokrasi 

permohonan penanganan perkara atau permohonan 

pelayanan hukum mudah dan tidak berbelit 

Rl2 

Petugas cepat dalam melayani pendaftaran 

penanganan perkara atau permohonan pelayanan 

hukum online maupun offline 

Rl3 
Petugas cepat dalam melayani administrasi 

penanganan perkara atau pelayanan hukum 

RI4 

Kecepatan jawaban bahwa permohonan 

penanganan perkara atau pelayanan hukum telah 

diterima dan ditangani dengan penunjukan Tim 

Jaksa Pengacara Negara (JPN) 

RI5 

Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang ditugaskan/ 

diperintahkan dalam penanganan perkara atau 

dalam memberikan pelayanan hukum memiliki 

sertifikasi keahlian khusus yang relevan dengan 

permasalahan hukum yang dimohonkan 

RI6 

Jaksa Pengacara Negara (JPN) bertindak cepat dan 

akurat dalam penanganan perkara atau dalam 

memberikan pelayanan hukum 

RI7 
Kecepatan penerimaan laporan dan/atau hasil 

penanganan perkara atau pelayanan hukum 

Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

Rp1 
Kejelasan informasi dan petunjuk yang diberikan 

petugas pendaftaran atau dalam system online 

Rp2 
Kejelasan informasi waktu dan tempat penanganan 

perkara atau pelayanan hukum 

Rp3 
Kejelasan informasi tahapan-tahapan penanganan 

perkara atau pelayanan hukum 

Rp4 
Kejelasan biaya penanganan perkara atau 

pelayanan hukum 

Rp5 

Kejelasan dalam pertimbangan hukum, serta 

saran/rekomendasi dari Jaksa Pengacara Negara 

(JPN) dalam menyelesaikan permasalahan hukum 

yang dimohonkan 

Rp6 
Kejelasan informasi hasil penanganan perkara atau 

pelayanan hukum. 

Rp7 
Petugas cepat dalam melayani dan merespon 

pengaduan 

Jaminan 

(Assurance) 

As1 
Jam Datun memiliki standar pelayanan (SOP) yang 

baik 

As2 

 

Jam Datun konsisten dalam memenuhi standar 

pelayanan (SOP) yang berlaku 

As3 

Permohonan penanganan perkara atau permohonan 

pelayanan hukum ditangani oleh Jaksa Pengacara 

Negara (JPN) yang memiliki keahlian dan 

keterampilan 
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Tabel 4  Variabel dan Atribut (Lanjutan) 

Atribut Kode Pernyataan 

Jaminan 

(Assurance) 

As4 
Kerahasiaan proses dan hasil penanganan perkara atau 

pelayanan hukum 

As5 
Kelengkapan hasil penanganan perkara atau pelayanan 

hukum yang dapat menjawab seluruh permasalahan. 

As6 

Hasil penanganan perkara atau pelayanan hukum dapat 

dilaksanakan atau dijadikan pedoman dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang dimohonkan. 

As7 Pelayanan diberikan tanpa ada pungutan biaya 

Empati 

(Empathy) 

Em1 
Keramahan, kesopanan dan kerapian petugas pelayanan 

pendaftaran dan/atau administrasi 

Em2 

Keramahan, kesopanan dan kerapian Jaksa Pengacara 

Negara (JPN) dalam penanganan perkara atau dalam 

memberikan pelayanan hukum 

Em3 
Inisiatif Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menggali 

dan mendalami permasalahan hukum yang dimohonkan 

Em4 

Inisiatif Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan 

solusi penyelesaian permasalahan hukum yang 

dimohonkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

Em5 

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki waktu yang 

fleksibel untuk dihubungi dan/atau berkonsultasi terkait 

penanganan perkara atau pelayanan hukum yang 

dimohonkan 

Em6 
Keramahan dan kesopanan petugas dalam menyampaikan 

hasil penanganan perkara atau pelayanan hukum. 

3.8 Uji Validitas 

Valid tidaknya suatu kuesioner dapat diketahui dari kemampuan dalam 

mengungkap sesuatu yang akan diukur. Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa 

uji validitas digunakan untuk menguji kesahihan data yang digunakan, pendapat 

Kurniati et al (2017) untuk mengetahui seberapa dalam responden dapat memahami 

materi pertanyaan pada kuesioner. Pengujian tersebut dapat menggunakan rumus 

Korelasi Pearson Product Moment (Arikunto, 2013) sebagai berikut: 

𝒓𝒚𝒙 = 
𝑵(∑ 𝑿𝒀) − (∑ 𝑿)× (∑ 𝒀)

√{(𝑵 ∑ 𝑿
𝟐

) −(∑ 𝑿
𝟐

}×{(𝑵 ∑ 𝒀
𝟐

)− (∑ 𝒀)𝟐}

 ……………………………………….. (1) 

Keterangan  

𝑟𝑦𝑥 = koefisien korelasi suatu butir perubah 

   X dan Y 

X = skor suatu butir 

N = jumlah responden Y = skor total responden 

Dasar keputusan: instrumen pertanyaan dinyatakan valid apabila r hitung > r 

tabel dan dinyatakan tidak valid apabila r hitung < r tabel, (r-hitung sebesar 0,2172). 

3.9 Uji Reliabilitas 

Sugiarto dan Sitinjak (2006) mengemukakan reliabilitas adalah alat 

pengumpul data guna memperoleh informasi yang dapat dipercaya sesuai fakta 
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sebenarnya di lapangan. Instrumen dikatakan reliabel apabila terhadap objek yang 

sama diukur berkali-kali akan tetap menghasilkan data yang sama (Kurniati et al 

2016). Reliabilitas diukur dengan membandingkan nilai Cronbach Alpha (α), jika 

Cronbach Alpha (α) > 0,60 maka reliable, jika Cronbach Alpha (α) < 0,60 maka 

tidak reliable. Rumus mengukur reliabilitas adalah sebagai berikut: 

𝒓𝟏𝟏 = (
𝒏

𝒏−𝟏
 )(𝟏 −

∑ 𝒂𝒊
𝟐

𝝈𝒊
𝟐 ) ………………………………………………………… (2) 

Keterangan  

𝑟11 = reliabilitas instrumen 𝑎𝑖
2 =  varian skor soal ke − i 

n = banyaknya pertanyaan 𝜎𝑖
2  = varian skor total 

3.10 Customer Satisfaction Index (CSI) 

Kepuasan pelanggan menggambarkan apa yang dibutuhkan, diinginkan dan 

diharapkan konsumen melalui pelayanan yang diterima, sehingga menimbulkan 

pembelian berulang. Oleh karena itu sebuah perusahaan atau lembaga 

membutuhkan indeks sebagai alat ukur kinerja guna mencapai tujuan perusahaan 

atau lembaganya (Syukri 2014). Respon konsumen terhadap kekhasan suatu produk 

atau jasa yang ia butuhkan, akan menggambarkan tingkat kepuasan konsumen 

Zeithaml dan Bitner (2000). Ho dan Sugiharto (2017) mengemukakan bahwa 

evaluasi service quality merupakan evaluasi terhadap proses produksi jasa. 

Aritonang (2015) menyatakan keseluruhan kepuasan pelanggan dapat diukur 

melalui Customer Satisfaction Index (CSI), pendekatan CSI memperhatikan tingkat 

kepentingan dari atribut-atribut jasa yang diukur untuk menentukan tingkat 

kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Metode pengukuran CSI meliputi tahap-

tahap dengan menentukan: 

1. Mean Importance Score (MIS) atau skor kepentingan rata-rata sebuah atribut, 

dan Mean Satisfaction Score (MSS) yaitu rata-rata skor tingkat kepuasan 

yang berasal dari kinerja jasa yang dialami konsumen: 

𝑴𝑰𝑺 =
∑ 𝒀𝒊𝑵

𝒊=𝟏  𝒂𝒕𝒂𝒖 𝑿𝒊

𝒏
 ……………………………………………..…… (3) 

𝑴𝑺𝑺 =
∑ 𝒀𝒊𝑵

𝒊=𝟏

𝒏
 …………………………………………………..…...… (4) 

Keterangan  

Yi = Nilai kepentingan atribut Y ke-i  

n = jumlah responden  

2. Weighted Factor (WF) yang merupakan persentase nilai MIS per indikator 

terhadap total MIS per atribut terhadap total MIS seluruh atribut 

𝑾𝑭 =  
𝑴𝑰𝑺𝒊

∑ 𝑴𝑰𝑺𝒊
𝒑
𝒊=𝟏

 𝒙 𝟏𝟎𝟎%…..……………………………………………… (5) 

Keterangan 

𝑀𝐼𝑆𝑖 = Nilai kepentingan atribut Y ke-i 

∑ 𝑀𝐼𝑆𝑖

𝑝

𝑖=1

 = Total rata-rata kepentingan dari ke-i ke-p 

3. Weighted Score (WS), adalah perkalian antara WF dengan rata-rata tingkat 

kepuasan. 

𝑾𝑺𝒊 = 𝑾𝑭𝒊 𝒙 𝑴𝑺𝑺   ………………………………………………... (6) 
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4. Weighted Average Total (WAT), yang terdapat dari total Weighted Score 

(WS) atribut ke-1 (𝐚𝟏) hingga atribut ke-n (an) 

𝑾𝑨𝑻 =  𝑾𝑺𝒂𝟏 + 𝑾𝑺𝒂𝟐 + ⋯ + 𝑾𝑺𝒂𝒏………………………………. (7) 

5. Perhitungan CSI  

𝑪𝑺𝑰 =  
∑ 𝑴𝑰𝑺𝒊

𝒑
𝒊=𝟏

𝑯𝑺
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% ..……………………..………………………… (8) 

Keterangan 

∑ 𝑀𝐼𝑆𝑖

𝑝

𝑖=1

 = Total rata-rata kepentingan dari ke-i ke-p 

HS = Highest Scale 

Hasil hitung CSI dibagi kedalam lima kelas kriteria yang dirangkum pada 

Tabel 5. 

Tabel 6  Kriteria CSI 

No Nilai Index Kriteria 

1 0 <  CSI ≤20%  Sangat Tidak Puas  

2 20< CSI ≤40%  Tidak Puas 

3 40< CSI ≤60%  Cukup Puas 

4 60< CSI ≤80% Puas 

5 80< CSI ≤100% Sangat Puas 

Sumber: Subagio (2010) dalam Alam dan Velayati (2020) 

3.11 Importance Performance Analysis (IPA) 

Rangkuti (2005) menyatakan analisis IPA berguna meningkatkan pemasaran 

melalui pengukuran tingkat kepentingan dan kinerja, artinya produsen harus 

memperhatikan apa yang penting bagi konsumen. Menurut Ariyoso (2009) dan 

Sever I (2015) selain untuk pemasaran, analisis ini juga dapat digunakan pada 

berbagai bidang. 

IPA diperoleh dengan menghitung nilai total kepuasan terhadap pelayanan 

dan nilai total kepentingan terhadap pelayanan. Penilaian menggunakan skala likert 

sesuai Tabel 6. 

 

Tabel 7  Skor Penilaian Tingkat Kepuasan dan Kepentingan 
Skor Kepuasan Kepentingan 

1 Sangat Tidak Puas Sangat Tidak Penting 

2 Tidak Puas Tidak Penting 

3 Netral Netral 

4 Puas Penting 

5 Sangat Puas Sangat Penting 

Sumber Stenley (2009) 

Penilaian tersebut kemudian dilakukan analisis dan dituangkan ke dalam 

Diagram Kartesius (Gambar 3), melalui tahapan: 

1. Menghitung skor rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja untuk setiap atribut. 

𝑿𝒊 =  
∑𝑿

𝒏
 dan 𝒀𝒊 =  

∑𝒀

𝒏
 …..…….……………….……………………….… (9) 

 

2. Menghitung rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja dari keseluruhan atribut. 

𝑿𝒊 =  
∑𝑿𝒊

𝑲
 dan 𝒀𝒊 =  

∑𝒀𝒊

𝑲
 …..…………………………………………….… (10) 
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Hasil perhitungan akan membentuk empat kuadran yang dibedakan 

berdasarkan tingkat harapan atau kepentingan dan tingkat kinerja atau kepuasan, 

sebagaimana disajikan pada Gambar 3 berikut : 

 
Gambar 3  Diagram Kartesius Importance Performance Analysis 

Kuadran pertama adalah tingkat prioritas tinggi namun persepsi terhadap 

indikator rendah (high priority). Kuadran kedua adalah tingkat prioritas tinggi dan 

persepsi terhadap indikator tinggi (maintain). Kuadran ketiga adalah tingkat 

prioritas rendah dan persepsi terhadap indikator rendah (low priority). Kuadran 

keempat adalah tingkat prioritas rendah dan persepsi terhadap indikator tinggi 

(over) (Wong et al. 2011). 

3.12 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

AHP adalah metode penentu keputusan dalam menuntaskan permasalahan 

multikriteria ke dalam suatu hierarki (Saputra dan Nugraha, 2020), menurut 

Marimin (2004) adalah menata dengan menyederhanakan persoalan kompleks ke 

dalam suatu hierarki. Setiap variabel tingkat kepentingan diberi nilai secara 

subjektif dibandingkan dengan variabel yang lain, kemudian dilakukan sintesa agar 

diperoleh variabel dengan prioritas tinggi dan mempengaruhi hasil. 

Tahapan AHP menurut Saputra dan Nugraha (2020) terdiri dari delapan 

langkah utama yaitu:  

1. Mendefinisikan masalah dan pemecahan yang dikehendaki; 

2. Membuat struktur hirarki dimulai dari tujuan utama. 

3. Mendefinisikan perbandingan berpasangan dengan rumus: 

n x [(n-1)/2] …..……………………………………….………………… (11) 

dimana n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. Preferensi 

perbandingan seperti pada Tabel 7. 
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Tabel 8  Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 
Intensitas 

Perbandingan 

Keterangan 

1 

3 

5 

7 

9 

2,4,6,8 

kebalikan 

Kedua elemen sama penting 

Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen lainnya 

Elemen yang satu lebih penting dari elemen lainnya 

Elemen yang satu sangat penting dari elemen lainnya 

Elemen yang satu mutlak sangat penting dari elemen lainnya 

Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan 

Jika aktivitas i mendapat satu angka dibandingkan dengan 

aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikan dibandingkan i 

4. Membentuk matriks perbandingan berpasangan; 

5. Menghitung nilai eigen atau normalisasi dan menguji konsistensinya. 

6. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh hirarki;  

7. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan 

untuk penentuan prioritas elemen-elemen dari hierarki terendah sampai 

mencapai tujuan. Penghitungan dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai 

setiap kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan 

menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah 

elemen untuk mendapatkan rata-rata. Apabila sebuah matriks A adalah 

perbandingan berpasangan maka vektor bobot yang berbentuk seperti pada 

persamaan berikut : 

(𝐴)( 𝑾𝒕 ) = (𝑛)( 𝑾𝒕  ) …..……………………………………...…….… (12) 

Persamaan di atas dapat didekati dengan cara: 

a. Menormalkan setiap kolom j dalam matriks A, sehingga diperoleh 

Persamaan : 

∑𝒊 𝑎(𝑖,𝑗) = 1 …..……………………………………...…………….… (13) 

Persamaan ini disebut sebagai A. 
 

b. Menghitung nilai rata-rata untuk setiap baris i dalam A’ menggunakan 

Persamaan berikut: 

𝑾𝒊 = 
𝟏

𝒏
 ∑𝒊 𝑎(𝑖,𝑗) …..……………..…………………...…………….… (14) 

𝑾𝒊 adalah bobot tujuan ke-I dari vektor bobot. 

8. Memeriksa konsistensi hierarki. 

Perbandingan berpasangan dapat diperiksa dengan Consistency Ratio (CR). 

Apabila penilaian kriteria telah dilakukan dengan konsisten, maka nilai CR tidak 

akan lebih dari 0,10, namun apabila melebihi dari 0,10, maka di dalam penilaian 

kriteria masih terdapat ketidakkonsistenan sehingga perlu dilakukan revisi. 
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IV GAMBARAN UMUM 

4.1 Sejarah Kewenangan Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara 

Kewenangan Kejaksaan di bidang perdata telah ada sejak masa pra 

kemerdekaan dengan berlakunya Pasal 2 Staatsblad 1922 No. 522 di Hindia 

Belanda berdasarkan asas konkordansi/concordantie beginsel yang menurut Noor 

(2014) merupakan asas kesamaan hukum pada suatu negara yang diberlakukan 

pada negara lain. 

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tahun 1961 lahirlah 

Undang-Undang (UU) 15 Tahun 1961 tentang Undang-Undang Pokok Kejaksaan 

(UU 15/1961).  UU ini tidak menyebut secara eksplisit fungsi Kejaksaan di bidang 

perdata, tetapi juga tidak mencabut peraturan perundang-undangan yang telah 

melandasi fungsi Kejaksaan di bidang perdata seperti diatur dalam Staatsblad No. 

522 Tahun 1922, Staatsblad No. 44 Tahun 1941, Het Herziene Indonesish 

Reglement Pasal 123 ayat (2) dan UU Darurat 1 Tahun 1951. 

Kewenangan Kejaksaan di bidang Datun baru dinyatakan secara tegas pada 

Pasal 27 ayat (2) UU 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang 

kemudian diatur kembali dalam Pasal 30 ayat (2) UU 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan UU 11 Tahun 2021.  

4.2 Struktur Organisasi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara 

Jam Datun adalah pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan sebagian 

tuga dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial perkara perdata dan 

tata usaha negara. Secara struktural Jam Datun melaksanakan tugas dan fungsi 

Kejaksaan di bidang Datun dibantu oleh Sekretaris Jam Datun, Direktur Perdata, 

Direktur Tata Usaha Negara, Direktur Pertimbangan Hukum, Koordinator, serta 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

Sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2010 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Jo. Perpres 15 

Tahun 2021 (Perpres Ortaker Kejaksaan), Struktur Organisasi Jam Datun secara 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1. 

4.3 Ruang Lingkup Kewenangan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

Peraturan Jaksa Agung Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum 

Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Perja 

07/2021), pada pokoknya menentukan 5 (lima) fungsi layanan di bidang Datun 

yaitu : 

1. Penegakan Hukum, yaitu kewenangan di bidang Datun atau tindakan lain 

sesuai peraturan untuk menggugat atau mengajukan permohonan ke 

pengadilan. 

2. Bantuan Hukum, yaitu kewenangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk 

bertindak selaku kuasa dari negara atau pemerintah secara non litigasi maupun 

litigasi, kuasa pemerintah dalam perkara Pembubaran Partai Politik atau dalam 

perkara Pengujian Undang-Undang, atau  dalam perkara Pengujian Peraturan 

Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang, atau dalam sengketa PHPU 

dan PHPKADA. 
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3. Pertimbangan Hukum, yaitu kewenangan memberikan pelayanan berupa 

Pendapat Hukum dan/atau Pendampingan Hukum di bidang perdata dan tata 

usaha negara dan/atau Audit Hukum di bidang perdata. 

4. Tindakan Hukum Lain, yaitu kewenangan untuk bertindak sebagai fasilitator, 

mediator, atau konsiliator dalam perselisihan antar Negara/ Pemerintah, atau 

antara Negara/Pemerintah dengan pihak lain. 

5. Pelayanan Hukum, yaitu kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat namun tidak terkait konflik dengan kepentingan negara atau 

pemerintah, yang dapat diberikan baik secara tertulis, lisan, maupun melalui 

sistem elektronik. 

4.4 Pengguna Layanan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

Pengguna layanan bidang Datun adalah Negara atau Pemerintah dan 

masyarakat. Sesuai Pasal 1 angka 1 Perja 07/2021 mendefinisikan Negara atau 

Pemerintah yaitu lembaga negara, badan negara, lembaga pemerintah pusat, 

lembaga pemerintah daerah, instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, 

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan Badan Hukum Lain. 

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Badan Hukum lain yaitu badan 

hukum yang di dalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan hukum 

di bidang perdata dan tata usaha negara, antara lain badan layanan umum, badan 

layanan umum daerah, anak perusahaan badan usaha milik negara, anak 

perusahaan badan usaha milik daerah, perusahaan patungan, konsorsium dengan 

badan usaha milik negara, konsorsium dengan badan usaha milik daerah, 

konsorsium dengan anak perusahaan badan usaha milik negara, atau konsorsium 

dengan anak perusahaan badan usaha milik daerah. 

Berdasarkan BAB VII huruf A angka 1 Perja 07/2021, Jaksa Pengacara 

Negara berwenang memberikan Pelayanan Hukum yang bertujuan untuk 

membangun kesadaran hukum masyarakat, membantu masyarakat atas akses 

terhadap hukum, mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sekaligus menerima 

pengaduan hukum dari masyarakat. Pelayanan hukum dilaksanakan dalam bentuk 

konsultasi dan pemberian informasi di bidang perdata dan tata usaha negara kepada 

masyarakat, baik perorangan atau badan hukum yang dapat diberikan secara lisan, 

tertulis maupun melalui sistem elektronik. 
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V HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Karakteristik Responden 

Gambaran responden yang berjumlah 82 responden memiliki karakteristik 

berikut: 

1. Jenis kelamin responden mayoritas sebanyak 60 orang (73,17%) adalah laki-

laki dan sebanyak 22 ( 26,83%) adalah perempuan, sebagaimana disajikan pada 

Gambar 4. 

 
Gambar 4  Sebaran Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Hasil Analisis Data (2022) 

2. Usia responden mayoritas terdapat pada rentang umur 30-39 Tahun (41,46 %) 

dengan jumlah 34 responden, sedangkan pada rentang umur 20-39 Tahun, 40-

49 Tahun, dan > 50 Tahun masing-masing memiliki proporsi 7 responden 

(8,54%); 24 responden (29,27%) ; dan 17 responden (20,73%), sebagaimana 

disajikan pada Gambar 5. 

 
Gambar 5  Sebaran Usia Responden 

Sumber: Hasil Analisis Data (2022) 
 

3. Pendidikan terakhir dari para responden pada penelitian ini terdiri dari Sarjana 

(S1) dan Pascasarjan (S2) yang masing-masing memiliki proporsi 34 

responden (41,46%) dan 48 responden (58,54%). Berikut adalah sebaran 

Laki-laki (73%)

Perempuan

(27%)

Jenis Kelamin Responden

Usia 20 - 29 (9%)

Usia 30 - 39 (41%)Usia 40 - 49

(29%)

Usia > 50 (21%)

Usia Responden
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pendidikan terakhir responden pengguna layanan Jam Datun, sebagaimana 

disajikan pada Gambar 6. 

 

Gambar 6  Sebaran Pendidikan Terakhir Responden 
Sumber: Hasil Analisis Data (2022) 

4. Klaster pengguna layanan pada Jam Datun terdiri dari Anak Perusahaan 

BUMN dan Afiliasinya sebanyak 11 responden, BUMN sebanyak 44 

responden, Konsorsium BUMN sebanyak 1 responden, dan Pemerintah Pusat 

sebanyak 26 responden yang masing-masing memiliki proporsi 14,41%; 

53,665%; 1,22%; dan 31,71%. Berikut adalah sebaran cluster pengguna 

layanan Jam Datun disajikan pada Gambar 7. 

 
 

Gambar 7  Sebaran Pengguna Layanan Jam Datun Berdasarkan Cluster 
Sumber: Hasil Analisis Data (2022) 

5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas menghasilkan data yang valid dan 

reliabel, sebagaimana dirangkum pada Tabel 8. 

  

Pendidikan Terakhir 

Sarjana (S1)

41%

Pendidikan Terakhir 

Pascasarjana (S2)

59%

Pendidikan Terakhir Responden

Cluster Pengguna Layanan Jam 

Datun Anak Perusahaan BUMN 

dan Afiliasinya

13%

Cluster Pengguna Layanan Jam 

Datun Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) 54%

Cluster Pengguna Layanan 

Jam Datun Konsorsium

1%

Cluster Pengguna Layanan 

Jam Datun Pemerintah Pusat

32%

Pengguna Layanan Jam Datun
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Tabel 9  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
Validitas 

Kode Atribut Kode 

Reliabilitas 

Valid Nilai 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Reliabel 

Valid .784** Tn1 

Tangible 

Tn1 ,773 ,984 Reliabel 

Valid .648** Tn2 Tn2 ,630 ,985 Reliabel 

Valid .769** Tn3 Tn3 ,756 ,984 Reliabel 

Valid .615** Tn4 Tn4 ,596 ,985 Reliabel 

Valid .743** Tn5 Tn5 ,731 ,984 Reliabel 

Valid .712** Tn6 Tn6 ,699 ,984 Reliabel 

Valid .553** Tn7 Tn7 ,529 ,985 Reliabel 

Valid .658** Tn8 Tn8 ,642 ,984 Reliabel 

Valid .458** Tn9 Tn9 ,425 ,985 Reliabel 

Valid .650** Tn10 Tn10 ,631 ,985 Reliabel 

Valid .738** Tn11 Tn11 ,722 ,984 Reliabel 

Valid .720** Tn12 Tn12 ,704 ,984 Reliabel 

Valid .821** Tn13 Tn13 ,810 ,984 Reliabel 

Valid .711** Tn14 Tn14 ,698 ,984 Reliabel 

Valid .802** Tn15 Tn15 ,791 ,984 Reliabel 

Valid .806** Rl1 

Reliability 

Rl1 ,796 ,984 Reliabel 

Valid .844** Rl2 Rl2 ,834 ,984 Reliabel 

Valid .782** Rl3 Rl3 ,771 ,984 Reliabel 

Valid .781** Rl4 Rl4 ,768 ,984 Reliabel 

Valid .847** RI5 RI5 ,838 ,984 Reliabel 

Valid .857** RI6 RI6 ,849 ,984 Reliabel 

Valid .850** RI7 RI7 ,841 ,984 Reliabel 

Valid .792** Rp1 

Responsiveness 

Rp1 ,781 ,984 Reliabel 

Valid .864** Rp2 Rp2 ,857 ,984 Reliabel 

Valid .890** Rp3 Rp3 ,884 ,984 Reliabel 

Valid .829** Rp4 Rp4 ,818 ,984 Reliabel 

Valid .875** Rp5 Rp5 ,867 ,984 Reliabel 

Valid .896** Rp6 Rp6 ,889 ,984 Reliabel 

Valid .900** Rp7 Rp7 ,894 ,984 Reliabel 

Valid .861** As1 

Assurance 

As1 ,853 ,984 Reliabel 

Valid .815** As2 As2 ,804 ,984 Reliabel 

Valid .868** As3 As3 ,860 ,984 Reliabel 

Valid .883** As4 As4 ,876 ,984 Reliabel 

Valid .887** As5 As5 ,880 ,984 Reliabel 

Valid .904** As6 As6 ,898 ,984 Reliabel 

Valid .769** As7 As7 ,754 ,984 Reliabel 

Valid .840** Em1 

Empathy 

Em1 ,831 ,984 Reliabel 

Valid .828** Em2 Em2 ,818 ,984 Reliabel 

Valid .840** Em3 Em3 ,831 ,984 Reliabel 

Valid .831** Em4 Em4 ,822 ,984 Reliabel 

Valid .807** Em5 Em5 ,797 ,984 Reliabel 

Valid .775** Em6 Em6 ,765 ,984 Reliabel 

Sumber: Hasil Analisis Data (2022) 

Hasil uji validitas kesemuanya melebihi r-tabel sebesar 0,2172 menunjukan 

seluruh item pertanyaan valid dan cronbach’s alpha tidak ada nilai yang kurang 

dari 0,60 menunjukan bahwa seluruh variabel dapat diterima atau reliabel, dengan 

skor important dan performance analysis disajikan pada Tabel 9. 
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Tabel 10  Skor Important dan Performance Analysis 

Atribut Importance Performance GAP Atribut Importance Performance GAP 

Tn1 4,39 4,23 -0,16 Rl1 4,52 4,40 -0,12 

Tn2 4,37 4,06 -0,30 Rl2 4,48 4,30 -0,17 

Tn3 4,30 3,99 -0,32 Rl3 4,49 4,37 -0,12 

Tn4 4,30 4,24 -0,06 Rl4 4,46 4,20 -0,27 

Tn5 4,38 4,30 -0,07 RI5 4,51 4,35 -0,16 

Tn6 4,43 4,37 -0,06 RI6 4,50 4,38 -0,12 

Tn7 4,18 3,94 -0,24 RI7 4,44 4,35 -0,09 

Tn8 4,49 4,50 0,01 Rp1 4,45 4,15 -0,30 

Tn9 4,18 3,63 -0,55 Rp2 4,43 4,15 -0,28 

Tn10 4,17 3,89 -0,28 Rp3 4,49 4,23 -0,26 

Tn11 4,38 4,16 -0,22 Rp4 4,46 4,15 -0,32 

Tn12 4,38 4,10 -0,28 Rp5 4,57 4,35 -0,22 

Tn13 4,32 4,09 -0,23 Rp6 4,56 4,33 -0,23 

Tn14 4,49 4,50 0,01 Rp7 4,57 4,28 -0,29 

Tn15 4,40 4,23 -0,17 As1 4,57 4,38 -0,20 

Em1 4,54 4,45 -0,09 As2 4,62 4,28 -0,34 

Em2 4,60 4,49 -0,11 As3 4,61 4,37 -0,24 

Em3 4,54 4,52 -0,01 As4 4,66 4,44 -0,22 

Em4 4,60 4,50 -0,10 As5 4,56 4,27 -0,29 

Em5 4,60 4,43 -0,17 As6 4,62 4,33 -0,29 

Em6 4,60 4,52 -0,07 As7 4,44 4,34 -0,10 

 

Keterangan: Important = I, Performance = P, GAP = P-I. 

Sumber: Hasil Analisis Data (2022) 

Atribut-atribut yang bernilai negatif menunjukan bahwa atribut tersebut 

belum memenuhi harapan pelanggan, maka diperlukan analisis lebih lanjut untuk 

menentukan skala prioritas perbaikan dari setiap atribut yang ada. 

5.3 Uji Beda Importance dan Performance 
Berdasarkan uji beda pada nilai Important dan Performance menghasilkan 

nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara 

skor importance dan performance. Berikut hasil analisis uji beda dengan 

menggunakan software spss: 

Tabel 11  Nilai Uji Beda importance dan performance (Paired Samples Test) 
 df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 Importance - Performance 41 .000 

Sumber: Hasil Analisis Data (2022) 

5.4 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Jam Datun 

Hasil analisis CSI menunjukan tingkat kepuasan pengguna layanan Jam 

Datun secara keseluruhan mencapai 85,58% atau dapat disimpulkan kinerja 

kualitas pelayanan Jam Datun mencapai harapan dari para pengguna layanan. Nilai 

MIS sebesar 187,65 dan MSS 179,54 dengan masing-masing nilai rataan adalah 

4,47 dan 4,27. Sementara nilai WT sebesar 427,88. Interpretasi kepuasan pengguna 

layanan pada Jam Datun berdasarkan hasil analisis CSI disajikan Pada Tabel 11. 
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Tabel 12 Interpretasi Kepuasan Konsumen berdasarkan Customer Satisfaction 

Index 

Atribut MIS MSS GAP TK WF WS Rangking Atribut 

Tn1 4,39 4,23 -0,16 96,39 2,34 9,90 17 

Tn2 4,37 4,06 -0,30 93,02 2,33 9,45 38 

Tn3 4,30 3,99 -0,32 92,63 2,29 9,15 39 

Tn4 4,30 4,24 -0,06 98,58 2,29 9,74 4 

Tn5 4,38 4,30 -0,07 98,33 2,33 10,04 6 

Tn6 4,43 4,37 -0,06 98,62 2,36 10,30 4 

Tn7 4,18 3,94 -0,24 94,17 2,23 8,78 28 

Tn8 4,49 4,50 0,01 100,27 2,39 10,76 1 

Tn9 4,18 3,63 -0,55 86,88 2,23 8,10 42 

Tn10 4,17 3,89 -0,28 93,27 2,22 8,65 33 

Tn11 4,38 4,16 -0,22 94,99 2,33 9,70 23 

Tn12 4,38 4,10 -0,28 93,59 2,33 9,56 31 

Tn13 4,32 4,09 -0,23 94,63 2,30 9,40 26 

Tn14 4,49 4,50 0,01 100,27 2,39 10,76 1 

Tn15 4,40 4,23 -0,17 96,12 2,35 9,93 18 

Rl1 4,52 4,40 -0,12 97,30 2,41 10,61 13 

Rl2 4,48 4,30 -0,17 96,19 2,39 10,27 18 

Rl3 4,49 4,37 -0,12 97,28 2,39 10,44 13 

Rl4 4,46 4,20 -0,27 93,99 2,38 9,98 30 

Rl5 4,51 4,35 -0,16 96,49 2,40 10,47 16 

Rl6 4,50 4,38 -0,12 97,29 2,40 10,50 13 

Rl7 4,44 4,35 -0,09 98,08 2,37 10,30 9 

Rp1 4,45 4,15 -0,30 93,15 2,37 9,84 37 

Rp2 4,43 4,15 -0,28 93,66 2,36 9,78 31 

Rp3 4,49 4,23 -0,26 94,29 2,39 10,12 29 

Rp4 4,46 4,15 -0,32 92,90 2,38 9,86 40 

Rp5 4,57 4,35 -0,22 95,20 2,44 10,61 23 

Rp6 4,56 4,33 -0,23 94,92 2,43 10,52 25 

Rp7 4,57 4,28 -0,29 93,60 2,44 10,43 35 

As1 4,57 4,38 -0,20 95,73 2,44 10,67 21 

As2 4,62 4,28 -0,34 92,61 2,46 10,54 41 

As3 4,61 4,37 -0,24 94,71 2,46 10,73 27 

As4 4,66 4,44 -0,22 95,29 2,48 11,02 22 

As5 4,56 4,27 -0,29 93,58 2,43 10,37 34 

As6 4,62 4,33 -0,29 93,67 2,46 10,66 35 

As7 4,44 4,34 -0,10 97,80 2,37 10,27 10 

Em1 4,54 4,45 -0,09 98,12 2,42 10,76 8 

Em2 4,60 4,49 -0,11 97,61 2,45 11,00 12 

Em3 4,54 4,52 -0,01 99,73 2,42 10,94 3 

Em4 4,60 4,50 -0,10 97,88 2,45 11,03 10 

Em5 4,60 4,43 -0,17 96,29 2,45 10,85 18 

Em6 4,60 4,52 -0,07 98,41 2,45 11,09 6 

Jumlah 187,65 179,54          

Rataan 4,47 4,27          

Weight Total (WT) 427,88  

Custumer Statisfaction Index 85,58 % (Kategori Sangat Puas) 

Keterangan: WS = Weight Score; WF = Weight Factor; TK = Tingkat Kesesuaian; GAP = Nilai 

Selisih (P-I); MIS = Mean Satisfaction Score; MIS = Mean Satisfaction Score; WT = Weight Total; 

dan CSI (Customer Satisfaction Index) 

Sumber: Hasil Analisis Data, Spss Software (2022) 
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5.5 Tingkat Kepentingan terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan 

Jam Datun 

Hasil pemetaan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pengguna layanan 

terhadap kualitas layanan Jam Datun disajikan ke dalam diagram kartesius IPA, 

sebagaimana disajikan pada Gambar 8. 

 

Gambar 8  Diagram Kartesius Importance Performance Analysis 

Setiap kuadran dijelaskan dengan interpretasi, sebagai berikut: 

 Kuadran I (Prioritas Utama) 

Kuadran ini terdapat indikator dianggap penting namun kinerjanya rendah, 

meliputi: Kejelasan informasi tahapan-tahapan penanganan perkara atau 

pelayanan hukum (Rp3) dan kelengkapan hasil penanganan perkara atau 

pelayanan hukum yang dapat menjawab seluruh permasalahan (As5). Rp3 pada 

Kuadran I menunjukan bahwa pengguna layanan tidak atau belum memperoleh 

informasi yang jelas mengenai tahapan-tahapan penanganan perkara atau 

pelayanan hukum yang dimohonkan kepada Jam Datun, sementara bagi 

pengguna layanan hal tersebut diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan 

kebijakan yang tepat sesuai kepentingan dan tujuan institusi/lembaga atau 

organisasi pemohon. As5 pada Kuadran I menunjukan bahwa produk layanan 

yang diterima oleh pemohon kurang memenuhi harapan karena tidak 

menjawab sesuai dengan permasalahan yang dimohonkan, hal ini dapat terjadi 

karena beberapa alasan seperti adanya konflik kepentingan dengan penanganan 

perkara lainnya, permohonan dimaksudkan sebagai pembenaran atas 

pengambilan keputusan yang telah dilakukan, atau pemohon kurang 

memahami lingkup permasalahan sementara Jaksa Pengacara (JPN) yang 

ditugaskan juga tidak berusaha menggali permasalahan yang dimohonkan. 

 Kuadran II (Pertahankan Pelayanan) 

Kuadaran ini terdapat indikator dianggap penting dan kinerjanya dinilai tinggi, 

meliputi : Fasilitas Masjid dan Mushola tersedia dengan rapih, bersih dan 

nyaman (Tn8), Jumlah Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang 

Kuadran I 

Kuadran III 

Kuadran II 

Kuadran IV 
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ditugaskan/diperintahkan dalam penanganan perkara atau pelayanan hukum 

yang dimohonkan (Tn14), Persyaratan administrasi dan proses birokrasi 

permohonan penanganan perkara atau permohonan pelayanan hukum mudah 

dan tidak berbelit (Rl1), Petugas cepat dalam melayani pendaftaran 

penanganan perkara atau permohonan pelayanan hukum online maupun offline 

(RI2), Petugas cepat dalam melayani administrasi penanganan perkara atau 

pelayanan hukum (Rl3), Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang 

ditugaskan/diperintahkan dalam penanganan perkara atau dalam memberikan 

pelayanan hukum memiliki sertifikasi keahlian khusus yang relevan dengan 

permasalahan hukum yang dimohonkan (RI5), Jaksa Pengacara Negara (JPN) 

bertindak cepat dan akurat dalam penanganan perkara atau dalam memberikan 

pelayanan hukum (Rl6), Kejelasan dalam pertimbangan hukum, serta 

saran/rekomendasi dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum yang dimohonkan (Rp5), Kejelasan informasi hasil 

penanganan perkara atau pelayanan hukum (Rp6), Petugas cepat dalam 

melayani dan merespon pengaduan (Rp7), Jam Datun memiliki standar 

pelayanan (SOP) yang baik (As1), Jam Datun konsisten dalam memenuhi 

standar pelayanan (SOP) yang berlaku (As2), Permohonan penanganan perkara 

atau permohonan pelayanan hukum ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara 

(JPN) yang memiliki keahlian dan keterampilan (As3), Kerahasiaan proses dan 

hasil penanganan perkara atau pelayanan hukum (As4), Hasil penanganan 

perkara atau pelayanan hukum dapat dilaksanakan atau dijadikan pedoman 

dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dimohonkan (As6), 

Keramahan, kesopanan dan kerapihan petugas pelayanan pendaftaran dan/atau 

administrasi (Em1), Keramahan, kesopanan dan kerapian Jaksa Pengacara 

Negara (JPN) dalam penanganan perkara atau dalam memberikan pelayanan 

hukum (Em2), Inisiatif Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menggali dan 

mendalami permasalahan hukum yang dimohonkan (Em3), Inisiatif Jaksa 

Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan solusi penyelesaian permasalahan 

hukum yang dimohonkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Em4), Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki waktu yang fleksibel untuk 

dihubungi dan/atau berkonsultasi terkait penanganan perkara atau pelayanan 

hukum yang dimohonkan (Em5), Keramahan dan kesopanan petugas dalam 

menyampaikan hasil penanganan perkara atau pelayanan hukum (Em6). 

 Kuadran III (Prioritas Rendah) 

Kuadran ini terdapat indikator tidak terlalu penting dan dinilai tingkat kinerja 

rendah, meliputi: Ruang pendaftaran permohonan penanganan perkara/ 

permohonan pelayanan hukum tersedia dengan rapih, bersih dan nyaman 

(Tn1), Pendaftaran permohonan penanganan perkara/permohonan pelayanan 

hukum secara online tersedia dan mudah diakses (Tn2), Fasilitas informasi baik 

dalam bentuk papan informasi, video/audio visual, website tersedia dan tertata 

dengan rapi dan mudah dipahami (Tn3), Sarana ruang tunggu tersedia dengan 

rapi, bersih dan nyaman (Tn4), Internet/wifi tersedia dan mudah diakses (Tn7), 

Fasilitas parkir tersedia dan luas (Tn9), Fasilitas Kantin tersedia dengan bersih 

dan nyaman (Tn10), Fasilitas kamar kecil tersedia dan bersih (Tn11), Sarana 

dan prasarana dalam keadaan darurat (alat pemadam kebakaran, petunjuk dan 

titik kumpul keadaan darurat, dll) (Tn12), Jumlah Petugas 

pendaftaran/administrasi (Tn13), Layanan informasi atau layanan pengaduan 
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tersedia secara lengkap dan mudah diakses (Nomor 

Hotline/Website/email/media sosial) (Tn15), Kecepatan jawaban bahwa 

permohonan penanganan perkara atau pelayanan hukum telah diterima dan 

ditangani dengan penunjukan Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) (Rl4), 

Kejelasan informasi dan petunjuk yang diberikan petugas pendaftaran atau 

dalam sistem online (Rp1), Kejelasan informasi waktu dan tempat penanganan 

perkara atau pelayanan hukum (Rp2), dan Kejelasan biaya penanganan perkara 

atau pelayanan hukum (Rp4). 

 Kuadran IV (Berlebihan)  

Kuadran ini tidak terlalu penting namun berkinerja baik, sehingga dipandang 

berlebihan meliputi : Sarana ruang konsultasi tersedia dengan rapi, bersih dan 

nyaman (Tn5), Sarana ruang rapat tersedia dengan jumlah yang cukup, lengkap 

dengan fasilitas pendukungnya (meja, kursi, white board, spidol, LCD 

TV/Infokus, dll) (Tn6), Kecepatan penerimaan laporan dan/atau hasil 

penanganan perkara atau pelayanan hukum (Rl7) dan Pelayanan diberikan 

tanpa ada pungutan biaya (As7). 

5.6 Prioritas Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Jam Datun 

Strategi alternatif peningkatan kualitas pelayanan Jam Datun dalam 

penelitian ini, ditentukan melalui metode analisis Analytic Hierarchy Process 

(AHP). Prioritas strategi dari hasil analisis AHP sebagaimana ditampilkan pada 

Gambar 9, merupakan strategi yang paling efektif dalam mencapai tujuan 

peningkatan kualitas pelayanan Jam Datun berdasarkan pada faktor dan sasaran 

prioritas dalam peningkatan kualitas pelayanan.  

Hierarki AHP terdiri dari Goal atau tujuan, faktor, sasaran dan alternatif 

strategi. Tujuan dalam hierarki AHP adalah peningkatan kualitas pelayanan Jam 

Datun, sedangkan faktor dalam hierarki AHP adalah yang dianggap berpengaruh 

atau penting oleh pengguna layanan dalam peningkatan kualitas pelayanan Jam 

Datun namun kinerjanya masih rendah. Faktor tersebut didasarkan pada hasil 

analisis IPA sebelumnya yang masuk ke dalam Kuadran I Diagram Kartesius yaitu 

kejelasan informasi tahapan-tahapan penanganan perkara atau pelayanan hukum 

serta hasil penanganan perkara atau pelayanan hukum yang dapat menjawab 

seluruh permasalahan. Sasaran peningkatan kualitas pelayanan didasarkan pada 

Perja 7/2021 yaitu meningkatkan profesionalisme serta perlindungan bagi Institusi 

maupun Jaksa Pengacara Negara (JPN). Penentuan alternatif strategi peningkatan 

kualitas pelayanan Jam Datun didasarkan pada program Jam Datun dalam meraih 

predikat WBBM tahun 2022 serta pendekatan peningkatan kepuasan pelanggan 

melalui kualitas pelayanan Lupiyodi (2013), sehingga terpilih lima strategi 

alternatif yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan Jam Datun yaitu 

peningkatan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, optimalisasi penilaian 

kepuasan pelayanan, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, dan 

pengembangan marketing communication. 

Analisis AHP dalam penelitian ini menggunakan software super decision v 2 

untuk mengolah hasil kuesioner dari responden pakar. Tingkat kepakaran dilihat 

dari nilai inconsistency, dengan nilai inconsistency kurang dari 0,10. Hasil 

inconsistency kurang dari 0,10 menunjukan adanya kesesuaian pengisian 

perbandingan elemen yang dilakukan oleh seluruh pakar.  
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Sumber : Hasil Analisis Data (2022) 

Gambar 9 Analytic Hierarchy Process (AHP) Strategi Peningkatan Kualitas 

Layanan Jam Datun. 

Keterangan: 

Hasil analisis AHP diketahui faktor yang paling berpengaruh terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan Jam Datun adalah kejelasan informasi tahapan-

tahapan penanganan perkara atau pelayanan hukum dengan nilai 0,52, sedangkan 

hasil penanganan perkara atau pelayanan hukum yang dapat menjawab seluruh 

permasalahan memperoleh nilai 0,47. Kedua nilai tersebut menunjukan sedikit 

perbedaan yang berarti kedua faktor hampir memiliki tingkat pengaruh yang sama 

terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada Jam Datun. 

F1 : Kejelasan informasi tahapan-tahapan penanganan perkara atau pelayanan 

hukum 

F2 : Hasil penanganan perkara atau pelayanan hukum dapat menjawab seluruh 

permasalahan 

T1 : Meningkatkan Profesionalisme  

T2 : Perlindungan bagi Institusi maupun Jaksa Pengacara Negara (JPN) 

A1 : Peningkatan standar pelayanan 

A2 : Penerapan budaya pelayanan prima 

A3 : Optimalisasi Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 

A4 : Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi 

A5 : Pengembangan Marketing Communication 

Peningkatan Kualitas Layanan Jam Datun 

T1  (0.26622) T2  (0.73378) 

A1 (0.13598) 

A2  (0.10544) 

A3  (0.21011) 

A4  (0.41519) 

A5  (0.13327) 

F1 (0.52153) F2  (0.47847) 

Goals 

Faktor 

Sasaran 

Alternative 
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Prioritas sasaran dalam peningkatan kualitas pelayanan Jam Datun yaitu 

melindungi Institusi maupun Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan nilai 0,73, 

sedangkan sasaran meningkatkan profesionalisme memiliki nilai 0,26. Perbedaan 

nilai dari kedua sasaran tersebut sangat mencolok, yang dapat dipengaruhi pendapat 

pakar yang 3 diantaranya berasal dari Internal Jam Datun sementara 3 responden 

pakarnya lainnya dari pihak eksternal. Pelayanan di bidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara oleh Jam Datun tidak hanya mengedepankan profesionalisme tetapi juga 

wajib menjaga kepentingan institusi serta keamanan tim JPN dalam memitigasi 

risiko suatu permohonan penanganan perkara yang secara tersirat ditujukan untuk 

mendapatkan legitimasi melalui mekanisme keperdataan atas suatu tindak pidana 

korupsi.  

Hasil analisis menunjukkan strategi yang paling efektif dalam meningkatkan 

pelayanan Jam Datun berdasarkan dari perbandingan tingkat kepentingan faktor 

yang berpengaruh serta sasaran dalam peningkatan kualitas layanan Jam Datun 

adalah pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang memiliki nilai tertinggi 

dibandingkan dengan strategi lainnya. Hal ini dapat dipahami bahwa 

pengembangan keahlian teknis diluar pemahaman normatif perlu dimiliki oleh JPN, 

sebab permasalahan keperdataan yang ditangani meliputi banyak aspek terkait isu-

isu teknis di luar hukum seperti di bidang investasi, jasa konstruksi, manufaktur, 

konsesi di bidang kepelabuhanan dan bandar udara, ketenagalistrikan, mineral dan 

batubara, minyak dan gas bumi, korporasi, skema bisnis dan bentuk kerjasama 

kemitraan, logistik, ketenagakerjaan, optimalisasi aset non produktif, perbankan 

dan bisnis turunannya, usaha kecil mikro dan menengah (UMKM), pertanahan yang 

banyak terkait aspek adat istiadat, dan lain sebagainya.  Secara lengkap urutan 

prioritas strategi yang dapat dilakukan oleh Jam Datun dalam peningkatan kualitas 

pelayanan yaitu Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (0,41), Optimalisasi 

penilaian kepuasan terhadap pelayanan (0,21), Peningkatan standar pelayanan 

(0,13), Pengembangan Marketing Communication (0,13), Penerapan budaya 

pelayanan prima (0,10). 

5.7 Implikasi Manajerial. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan kualitas layanan Jam Datun 

sangat penting. Peningkatan kualitas pelayanan dapat dimulai dengan 

mengalokasikan sumberdaya yang berlebihan pada atribut yang tidak dianggap 

penting kepada atribut yang dianggap sangat penting, kemudian Jam Datun 

merumuskan strategi yang tepat sesuai dengan tujuan pelayanan di bidang perdata 

dan tata usaha negara dalam Perja 07/2021, yaitu “Meningkatkan profesionalisme 

dan perlindungan bagi Institusi Kejaksaan maupun Jaksa Pengacara Negara (JPN)”. 

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh Jam Datun untuk mengimplementasikan 

strategi peningkatan kualitas pelayanan sesuai urutan prioritas adalah: 

1. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi: 1) melakukan rekrutmen JPN 

secara terbuka melalui proses assessment; 2) melakukan training need analysis 

sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi pegawai; 3) melakukan penempatan 

pegawai dengan memperhatikan aspek-aspek Motives atau konsistensi dalam 

berpikir sehingga ia melakukan tindakan, Traits atau watak yang membuat 

orang untuk berperilaku atau merespons sesuatu dengan cara tertentu, Self-

concept atau sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang, Knowledge yaitu 

informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu, dan Skills atau 
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kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun 

mental (Spencer & Spencer dalam Sutrisno dan Edi, 2011); 4) melakukan 

review dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja 

(ABK) serta menggunakannya dalam proses penataan promosi, rotasi dan 

mutasi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi;. 

2. Optimalisasi Penilaian Kepuasan Pelayanan: Survey Kepuasan Pelayanan 

Online secara berkala dan Survey secara Offline di setiap akhir tahapan 

penanganan perkara. 

3. Peningkatan standar pelayanan: 1) menyusun kebijakan standar pelayanan; 2) 

peningkatan fasilitas penunjang. 

4. Pengembangan Marketing Communication: 1) pengoptimalan media sosial, 

media masa dan elektronik sebagai wadah promosi 2) melakukan 

benchmarking kepada lembaga atau institusi lain yang sudah memiliki 

marketing communication yang baik; 3) melakukan Kerjasama/ MoU 

penanganan perkara. 

5. Penerapan Budaya Pelayanan Prima: 1) melakukan sosialisasi terhadap seluruh 

pegawai terkait dengan budaya dan nilai-nilai lembaga; 2) peningkatan peran 

kepemimpinan; 3) Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja; 4) Pengendalian 

Gratifikasi; 5) Peningkatan penanganan pengaduan, serta penerapan Wistle 

Blowing System (WBS); 6) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 

(SPIP); 7) Penugasan penempatan JPN kepada Badan Usaha/Institusi/ 

Lembaga; 8) Optimalisasi posko Layanan Hukum Gratis di ruang publik; 
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VI SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Tingkat kepuasan pengguna layanan Jam Datun secara keseluruhan sangat 

puas yang berarti kualitas pelayanan Jam Datun dapat memenuhi harapan dari para 

pengguna layanan. Meskipun demikian masih terdapat 2 variabel yang menurut 

persepsi pengguna layanan sangat penting namun kinerjanya rendah, sehingga 

masih perlu untuk ditingkatkan. Kedua variabel dimaksud terdapat pada variabel 

Daya Tanggap (Responsiveness) yaitu kejelasan informasi tahapan-tahapan 

penanganan perkara atau pelayanan hukum (Rp3) dan variabel Jaminan 

(Assurance) yaitu kelengkapan hasil penanganan perkara atau pelayanan hukum 

yang dapat menjawab seluruh permasalahan (As5).  

Strategi yang paling efektif dalam meningkatkan pelayanan Jam Datun 

berdasarkan dari perbandingan tingkat kepentingan faktor yang berpengaruh serta 

sasaran dalam peningkatan kualitas layanan Jam Datun adalah pengembangan 

pegawai berbasis kompetensi yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan 

strategi lainnya. Urutan prioritas strategi yang dapat dilakukan oleh Jam Datun 

dalam peningkatan kualitas pelayanan yaitu pengembangan pegawai berbasis 

kompetensi, optimalisasi penilaian kepuasan terhadap pelayanan, peningkatan 

standar pelayanan, pengembangan marketing communication, dan penerapan 

budaya pelayanan prima. 

6.2 Saran 

Peningkatan kualitas pelayanan pada Jam Datun dapat dilakukan dengan 

mengalokasikan sumberdaya yang berlebihan pada atribut yang tidak dianggap 

penting kepada atribut yang dianggap sangat penting, kemudian Jam Datun 

melakukan revitalisasi pelayanan yang sesuai dan melakukan sosialisasi serta 

publikasi kepada para pengguna layanan. 

Penelitian yang dapat dilakukan ke depannya antara lain memperluas model 

yang diterapkan untuk melihat perkembangan dari tingkat harapan atau kepentingan 

yang mempengaruhi kinerja atau kepuasan dari para pengguna layanan pada Jam 

Datun. Selain itu variabel lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini dapat 

ditambahkan. 
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